PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG

PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN

DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN

Menimbang :

KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten di Djawa Timur, tempat kedudukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Madiun berada di Kota Madiun;

bahwa dalam perkembangannya Kota Madiun yang semula
merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Madiun, telah menjadi daerah kota besar yang
otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sehingga Ibu Kota
Kabupaten Madiun perlu dipindahkan dari wilayah Kota
Madiun ke wilayah Kabupaten Madiun;

bahwa pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah
Kota Madiun ke wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun dimaksudkan pula untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun;

d. bahwa . ..
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Mengingat:

1.

-2 -

bahwa wilayah Kecamatan Mejayan di Kabupaten Madiun
dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai
Ibu Kota Kabupaten Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan lbu
Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke
Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi
Jawa Timur;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);

4. Undang-Undang . . .
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